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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa
Tenggara Barat mengenai Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna
narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika. Maka, kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

Penerapan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika oleh Badan
Narkotika Nasional Privinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sesuai dengan
mekanisme serta perintah undang-undang yang berlaku yaitu : Mengikuti standar
prosedur layanan rehabilitasi yang meliputi ; (program layanan rehabilitasi medis,
program layanan rehabilitasi sosial, program layanan pasca rehabilitasi),
kemudian mengikuti tahapan-tahapan seperti; (Tahap penerimaan awal, tahap pra-
rehabilitasi, tahap persiapan memasuki psikotes; anamnesa, dan konseling
individual, kemudian tahap rehabilitasi, tahap detoktifikasi, dilanjutkan dengan
tahap pembinaan, tahap reintegrasi, tahap bimbingan lanjut, kemudian terakhir
yaitu tahap integrasi ke masyarakat), selanjutnya penyelenggaraan rehabilitasi
menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelenggaraan rehabilitasi serta penerapan
dan obek penyembuhanya tepat sasaran. Sedangkan, faktor-faktor penghambat
rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional

Nusa Tenggara Barat (BNNP NTB) diantaranya faktor hukum (peraturan
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perundang-undangan) yaitu perubahan dan pergantian aturan yang sering terjadi,
struktur hukum (penegak hukum) yang masih kurang memahami dan mendalami
hukum, langkah sosialisasi terhadap bahaya narkotika masih kurang maksimal,
responsif terhadap kasus atau peristiwa hukum yang terjadi masih kurang pula.
faktor sarana atau fasilitas yaitu SDM terbatas dari jumlah dan kompetensi yang
dimiliki, sarana dan prasarana, alat-alat penunjang program rehabilitasi belum
memadai, kondisi jalan lintas yang rusak, geografis wilayah yang cukup jauh.
Faktor masyarakat yang memberikan stigma buruk terhadap pelaku rehabilitasi
disamakan dengan seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Di sisi lain, upaya
masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan terhadap penyalah guna
(pelaku rehabilitasi) agar mereka sadar dan menerima mereka secara utuh tanpa
melihat mereka sebagai pelaku kriminal masih kurang, serta partisipasi
masyarakat baik dalam langkah penindakan dengan melaporkan kasus, hingga
pelaporan diri sebagai pecandu atau korban penyalahguna narkotika masih sangat
kurang. Dan yang paling parah adalah masifnya pengedaran narkotika di NTB
yang semakin lama semakin menambah jumlah korban. Sehingga peningkatan
jumlah pasien atau klien yang rehabilitasi makin bertambah pula.
B. Saran
1. Pada tahapan-tahapan pelaksanaan rehabiltasi, perlu diperkuat aspek
religiusitas serta siraman rohani lainya terhadap pecandu atau pelaku

rehabilitasi agar dapat pulih dengan pendirian yang kokoh supaya tidak
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mengulangi kembali perbuatan yang sama. Sebab sentuhan agama lebih
menyehatkan jiwa.

. Dalam merespon faktor-faktor penghambat penerapan rehabilitasi, kepastian
hukum harus ditegakkan, sosialisasi di maksimalkan, kemudian sarana serta
fasilitas penunjang kebutuhan rehabilitasi harus disiapkan, agar proses
rehabilitasi lancar dan tercapai sesuai harapan dan tujuan.

. Dalam hasil penelitian ini tentu masih banyak yang kurang, maka disarankan
kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat mendalami soal prosedur serta
tata cara penerapan rehabilitasi yang benar-benar dapat memulihkan serta

dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.
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